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ABSTRAK 

PO Sumber Alam merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi bus 

yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. PO Sumber Alam sendiri 

sudah melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan di PO 

Sumber Alam hak yang diperoleh seorang pengemudi adalah hak mengenai 

peningkatan kompetensi kerja, waktu istirahat dan cuti, keselamatan kerja, serikat 

buruh dan mogok kerja. Adapun hak yang tidak terpenuhi yaitu mengenai 

perlindungan kesejahteraan dengan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan  

atau jaminan kesehatan. 

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penulis melihat 

bagaimana suatu hukum berlaku atau berjalan di masyarakat. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang berkaitan 

seperti manajemen perusahaan, pengemudi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Purworejo. Data primer dalam penelitian ini adalah manajemen perusahaan, 

pengemudi, dan dinas tenaga kerja dan dengan didukung data pendukung seperti 

dokumen-dokumen hukum.  

Perlindungan hukum bagi hak pengemudi memang tercantum jelas di UU 

Ketenagakerjaan namun pada kenyataannya masih belum sepenuhnya hak-hak 

yang terdapat dalam Undang-undang dipenuhi oleh perusahaan seperti 

perlindungan terhadap kesejahteraan pengemudi yaitu dalam hal kesehatan, 

sebagian besar pengemudi belum diikutsertakan dalam jaminan sosial kesehatan 

atau BPJS dikarenakan ketentuan oleh perusahaan yang mensyaratkan loyalitas 

dalam hal pemberian jaminan sosial. Hal ini seharusnya menjadi perhatian 

bersama agar kesejahteraan pekerja dapat terlindungi 

Kata kunci: Perlindungan hukum, ketenagakerjaan, hubungan industri 
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ABSTRACT 

PO Sumber Alam is a bus transportation service company located in 

Purworejo Regency, Central Java. PO Sumber Alam has implemented 

protection for workers in accordance with the Legislation about Labor, 

namely Law No. 13 of 2003 about Laborism. Based on field research at PO 

Sumber Alam, the rights obtained by driver are rights to increasing work 

competence, rest and leave time, safety work, labor unions and strikes. Some 

rights that not fulfilled are the protection of welfare by providing employment 

social safe or health insurance, and proper wages. 

Using an empirical juridical approach, the author will look at how a law 

applies or works in society. The data collection method is carried out by 

interviews with relevant parties such as company management, drivers and 

Purworejo District Labour Office. The primary data in this study is the 

management of companies, drivers, and labor services and with the support of 

supporting data such as legal documents.  

Legal protection for driver's rights is clearly stated in the Manpower Act, 

but in reality the company's rights are still not fully fulfilled by the law due to 

several existing problem. As for the protection of the welfare of drivers, 

namely in terms of health, most drivers have not been included in health 

social security or BPJS due to provisions by companies that require loyalty in 

terms of providing social security. This should be a common concern so that 

the welfare of workers can be protected 

Keywords: Legal protection, employment, industrial relations 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat. Secara umum transportasi diartikan sebagai usaha pemindahan, 

atau penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, 

ke lokasi lain, yang disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan 

mempergunakan alat tertentu pula.1 Setiap orang membutuhkan sarana 

transportasi untuk bisa sampai ke tempat tujuan entah itu melewati jalur darat, 

laut, maupun udara. Penggunaan sarana transportasi umum untuk sarana 

perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak tempuh 

yang cukup jauh merupakan pilihan yang tepat berhubungan dengan faktor 

keselamatan, kesehatan, biaya dan hal-hal lain apabila dibandingkan dengan 

penggunaan kendaraan pribadi.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 

Jalan, angkutan merupakan perpindahan orang dan atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. 

Angkutan umum adalah angkutan setiap kendaraan bermotor yang disediakan 

untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Kendaraan umum dapat 

                                                             
1 Fidel Miro, Pengantar Sistem Transportasi, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 1. 
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berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang, dan bus besar.2 Akses yang 

mudah dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, persoalan biaya pun 

menjadi alasan mengapa banyak masyarakat menggunakan moda transportasi 

umum darat. Salah satu moda transportasi umum darat yang sering digunakan 

adalah Bus. Jenis transportasi darat ini menawarkan akses dan biaya yang 

mudah dijangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Bus merupakan moda angkutan transportasi darat yang bisa mengangkut 

lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi dan beratnya lebih dari 3.500 

(tiga ribu lima ratus) kilogram.3 Ada beberapa klasifikasi bus menurut rute 

perjalanan dan ciri-cirinya, diantaranya yaitu:4 

1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)  

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke 

kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah 

provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek dengan 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Mempunyai jadwal tetap; 

b. Pelayanan cepat atau lambat; 

c. Dilayani oleh mobil bus umum sedang dan atau besar; 

                                                             
2 Dwi Widiyanti, Analisis Kinerja Pengoperasian dan Pelayanan Bus Antar Kota Antar 

Provinsi (AKAP) (Studi Kasus Pada Biro Perjalanan Umum (BPU)  Rosalia Indah, Jurnal 

Penelitian Transportasi Darat, (Maret 2016), Vol.18, No. 1, hlm. 64. 

 
3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 

 
4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tenatang Penyelenggaraan 

Angkitan Oerang Dijalan Dengan Kendaraan Umum. 
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d. Terminal penumpang tipe A, pada awal pemberangkatan, persinggahan, 

dan tujuan; 

e. Prasarana perjalanan yang memenuhi aturan.  

 

2. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) 

Angkutan antar kota antar provinsi merupakan angkutan dari satu kota 

ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota yang melalui lebih 

dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat 

dalam trayek dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Mempunyai jadwal tetap; 

b. Pelayanan cepat; 

c. Dilayani oleh mobil bus umum sedang atau besar; 

d. Terminal penumpang tipe B, pada awal pemberangkatan, persinggahan, 

dan tujuan; 

e. Prasarana perjalanan yang memenuhi aturan. 

Molengraaff memberikan pandangannya mengenai perusahaan yaitu 

perusahaan merupakan perbuatan keseluruhan secara berkelanjutan, bertindak 

keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memeperdagangkan atau 

menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.5 Dalam hal 

ini, perusahaan yang dimaksud adalah Perusahaan Otobus (PO) Sumber 

Alam. PO adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan alat 

                                                             
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia,  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002), hlm. 7. 
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transportasi.6 Berjalannya sebuah perusahaan apapun perusahaan itu tak lepas 

dari peran pekerja/buruh. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Termasuk 

sopir atau pengemudi yang dalam hal ini memegang peranan cukup penting 

dalam perkembangan dan kemajuan dunia transportasi terikat pada 

Perusahaan Otobus. Sopir atau pengemudi bisa dikatakan sebagai komponen 

terpenting dalam dunia usaha jasa transportasi, tanpa adanya sopir maka 

usaha jasa transportasi ini tidak akan berjalan samasekali. Menurut L. Husni 

dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Buruh, pekerja atau buruh sangat 

berpengaruh dalam kesuksesan sebuah perusahaan, hubungan antara 

perusahaan dengan pekerja dikatakan sebagai sebuah hubungan yang saling 

membutuhkan satu sama lain, buruh pekerja membutuhkan sebuah 

perusahaan sebagai tempat untuk bekerja, sedangkan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya juga membutuhkan pekerja atau buruh.7 Dalam hal ini, 

sopir membutuhkan perusahaan otobus untuk tempat bekerja, sebaliknya 

perusahaan juga membutuhkan sopir untuk menjalankan usaha jasa 

transportasi agar dapat berjalan dengan baik.  

Sopir atau pengemudi memegang peran cukup besar dalam dunia usaha 

ini dan juga menanggung resiko yang tidak kalah besar. Pengemudi harus 

                                                             
6 https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/6362 diakses pada tanggal 10 

September 2021 pukul 20.00. 

 
7 Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1997), hlm. 75. 

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/6362
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mengemudikan kendaraan yang berdimensi besar bisa mencapai 2 (dua) kali 

lipat kendaraan umum biasa. Perjalanannya pun tidak tentu siang hari bahkan 

lebih banyak pengemudi menjalankan kendaraannya pada malam hari demi 

mengejar waktu untuk lebih cepat sampai ke tujuan. Tidak jarang para 

pengemudi bekerja mengemudikan kendaraan bus melebihi batas waktu 

normal bekerja yang biasa disebut dengan lembur. Dituntut untuk tiba 

ditempat tujuan sesuai jadwal yang ada dengan jarak tempuh yang terbilang 

jauh dan membawa penumpang yang tidak sedikit dimana masing masing 

penumpang mempunyai jadwal acara ataupun kepentingan yang berbeda dan 

dituntut untuk harus bisa tepat waktu demi kepuasaan pelanggan, tidak 

dipungkiri lagi resiko tinggi membayangi pekerjaan sebagai pengemudi Bus 

khususnya AKAP (Antar Kota Antar Provinsi).  

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, diaturlah 

landasan hukum yang paling mendasar mengenai ketenagakerjaan yang 

disebutkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 

Pasal yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, ada pada Pasal 27 Ayat (2) 

yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi manusia”.8 Melihat bahwa pekerjaan 

pengemudi merupakan pekerjaan yang bisa dikatakan cukup berat, maka 

sudah seharusnya kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan terjamin oleh 

perusahaan otobus yang menaungi pengemudi tersebut. Perlindungan pekerja 

diatur secara penuh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang 

                                                             
8 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm. 2. 
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Ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan memberikan 

tuntunan, ataupun meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, 

perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang 

berlaku dalam lingkungan kerja yang ada.9 Disamping itu, UU 

Ketenagakerjaan juga mengatakan bahwa setiap pekerja atau buruh 

mempunyai hak untuk memeperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja. Dengan berbagai resiko yang membayangi, sudah 

sepantasnya pengemudi mendapatkan perhatian khusus dalam hal 

Keselamatan Kesehatan Kerja.10  

Undang-Undang Ketenagakerjaan secara yuridis merupakan sarana 

penjaga keseimbangan hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan 

pengusaha agar tercipta keharmonisan dalam keberlangsungan usaha dan 

meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja.11 Dalam rangka menjalani 

keharmonisan antara pengusaha dengan buruh/pekerja, maka diadakanlah 

sebuah perjanjian kerja.  Perjanjian kerja adalah bentuk persetujuan antara 

dua pihak yaitu pengusaha dengan pekerja atau buruh sehingga perjanjian 

kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para 

pihak.12 Namun, beberapa hal yang sering menjadi permasalahan dalam 

perlindungan pekerja/buruh salah satunya yaitu perjanjian kerja itu sendiri. 

                                                             
9 Ibid, hlm. 75-76. 
10 Reski, dkk, Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Ojek Berbasis Aplikasi di Kota 

Pekanbaru, (JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019) Volume VI No. 2, hlm. 3. 
11 Safira, Skripsi: Sistem Pengupahan Atas Dasar Satuan Hasil/Borongan Bagi 

pengemudi Truk (Pekerja) PT. Varia Usaha, (Surabaya: Univeristas Airlangga), hlm. 1. 
12 Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Semarang University Press 

Semarang 2015), hlm. 21. 
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Proses awal adanya hubungan kerja ini diatur pada Pasal 51 UU Nomor 13 

Tahun 2013 yaitu tentang perjanjian kerja yang berbunyi ‘’Perjanjian kerja 

dibuat secara tertulis atau lisan’’. Pasal tersebut tidak melarang adanya 

perjanjian kerja secara lisan, namun apabila perjanjian kerja hanya 

dilaksanakan secara lisan maka yang akan merasakan dampaknya adalah para 

buruh atau dalam hal ini pengemudi jika nantinya ada perselisihan dan 

dibawa ke ranah hukum.13  

Perjanjian kerja yang dapat dikatakan sebagai hal yang cukup krusial, 

pihak perusahaan tidak selalu membuat kontrak kerja secara tertulis. Isi dari 

perjanjian itu antara lain mengenai kapan pekerja mulai melaksanakan 

pekerjaan dan apa yang akan dikerjakan, kemudian bersarnya upah yang akan 

diterima serta syarat-syarat kerja lain yang disepakati bersama.14 Perjanjian 

kerja juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu. Dalam Pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa pekerja/buruh bekerja 21 

(dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga)  bulan berturut-turut atau lebih 

maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu). Lalu dijelaskan juga dalam Pasal 12 bahwa 

perjanjian kerja untuk PKWTT harus secara tertulis.  

                                                             
13 Fauzi Sumardi, Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat 

Secara Lisan (Studi Kasus Putusan No. 051/G/2013/Phi.Medan), (Medan: Universitas Medan 

Area Medan, 2016), hlm. 2. 
14 Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2008), hlm. 59. 
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Para pekerja/buruh wajib menerima perlindungan kerja sesuai dengan 

norma yang berlaku dalam lingkungan kerja, pemberi kerja wajib 

memberikan perlindungan kerja terhadap pekerjanya. Dalam pelaksanaanya 

jika terjadi kasus pelanggaran atau tidak terpenuhinya hak-hak pekerja oleh 

perusahaan, maka harus ada pihak yang menberikan perlindungan atau 

setidaknya memberi jalan tengan penyelesaiannya. Berkaitan dengan itu, 

dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Purworejo dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

mempunyai tugas pokok melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan 

terhadap tugas-tugas bidang tenaga kerja seperti hubungan industrial dan 

pengawasan tenaga kerja. Jika melihat peraturan tersebut, Dinas Tenaga Kerja 

mempunyai peran untuk melindungi pekerja dalam pemenuhan hak-haknya 

oleh perusahaan.  

Salah satu Perusahaan yang menjalankan bisnis jasa transportasi di 

Indonesia yaitu PO Sumber Alam. PO Sumber Alam mempunyai kantor pusat 

di Jl. P. Diponegoro No 164 Kutoarjo, Purworejo yang melayani beberapa 

rute perjalanan seperti Antar kota dalam provinsi atau AKDP, antar kota antar 

provinsi atau AKAP, dan layanan Bus Pariwisata dengan armada bus yang 

jumlahnya mencapai 150 unit.15 PO Sumber Alam merupakan perusahaan 

transportasi yang bisa dikatakan cukup besar apabila dilihat dari jumlah 

pekerja khususnya pada bagian pengemudi atau sopir dengan jumlah 

                                                             
15 https://kabar24.bisnis.com/read/20200404/15/1222449/ diakses pada 30 Agustus 

pukul 15.00. 

https://kabar24.bisnis.com/read/20200404/15/1222449/
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pengemudi yaitu 200 orang.16 Berdasarkan wawancara penulis dengan 

pimpinan perusahan yakni Bapak Anthony Steven Hambali, beliau 

menyampaikan bahwa perlindungan pekerja khususnya pengemudi 

merupakan hal yang tidak mudah ditambah dengan keadaan yang sedang 

dilanda pandemi Covid-19.  

Penerimaan pegawai khususnya pengemudi baru tidak ada perjanjian 

kerja secara tertulis, hanya ada ujian masuk awal yaitu tes untuk memastikan 

bahwa yang bersangkutan mampu mengemudikan bus serta memiliki Surat 

Izin Mengemudi (SIM) dengan golongan yang sesuai yaitu B1 dan dijelaskan 

peraturan kerja secara lisan. Perjanjian kerja secara lisan tidak cukup 

mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila kelak suatu saat terjadi 

insiden atau hal lain yang berkaitan dengan pribadi pekerja tersebut seperti 

klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan, maupun hal-hal insidental lain yang 

mungkin terjadi. Dalam hal ini, perjanjian kerja di PO Sumber Alam belum 

sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 100 

Tahun 2004 yang mana perjanjian kerja untuk PKWTT harus tertulis.  

Pembayaran upah di PO Sumber Alam menggunanakan metode 

pengupahan per perjalanan yang artinya pembayaran pengemudi bukan model 

pembayaran perbulan namun dihitung dari perjalanan berangkat dari garasi ke 

terminal tujuan sampai kembali lagi ke garasi PO Sumber Alam atau biasa 

disebut dengan pengupahan borongan. Metode pengupahan ini tentunya 

                                                             
16 Stephanie Nathania Yudha, Laporan Kerja Praktek di PO Sumber Alam, ( Yogyakarta: 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2017), hlm. 12. 
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kembali lagi kepada perjanjian kerja yang dilaksanakan oleh pihak 

perusahaan  dan pengemudi. Mekanisme pembayaran memang tidak diatur 

secara jelas harus menggunakan metode tertentu, namun menurut Pasal 3 157 

ayat 2 UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang bekerja dengan pengupahan 

borongan harus dibayar tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum 

Provinsi atau Kabupaten/Kota. Apabila melihat pada Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Pada 35 

(tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Upah 

Minimum Kabupaten Purworejo yaitu sebesar Rp. 1.911.850,00 (satu juta 

sembilan ratus sebeleas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).mengalami 

kenaikan sebesar 3,68% dari sebelumnyar. Jika dengan pengupahan borongan 

maka bisa timbul potensi pembayaran upah tidak sesuai dengan ketentuan 

yang ada. karena pekerja/buruh mendapatkan penghasilan yang tidak tetap 

saat bekerja. Apabila penumpang ramai maka akan mendapatkan upah yang 

banyak, namun sebaliknya apabila kondisi penumpang dalam keadaan sepi 

maka dapat terjadi sebuah pengupahan dibawah standar UMP/UMK. Hal ini 

tentu saja bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan pada UU 

Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pekerja tidak boleh dibayar lebih 

rendah dari Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi di 

lapangan mengenai perlindungan hak-hak bagi pengemudi bus PO Sumber 

Alam , penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hak-hak bagi 

pengemudi yang meliputi beberapa hal seperti kesejahteraan, pengupahan 
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waktu kerja dan berbagi hak yang lain dengan judul penelitian “Perlindungan 

Hukum bagi pengemudi pada perusahaan jasa transportasi darat berdasarkan 

undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi di PO 

Sumber Alam)”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah hak-hak pekerja di PO Sumber Alam sudah sesuai dengan UU 

Ketenagakerjaan? 

2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja khususnya 

pengemudi bus ditinjau dari UU No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PO Sumber Alam? 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui mengenai hak-hak pekerja di PO Sumber Alam 

khususnya pengemudi yang tertuang dalam Undang-Undang No 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengemudi 

bus di PO Sumber Alam menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketengakerjaan. 

2. Kegunaan penelitian 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan untuk 

mengembangkan bidang keilmuan dalam bidang hukum khususnya 

hukum perdata. 

b. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi refrensi untuk pengambilan 

kebijakan yang melibatkan pelaku usaha dan buruh khususnya 

pengemudi agar kebijakan yang diambil sesuai dengan fakta yang 

terjadi dilapangan. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya 

kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau 

disertasi atau karya akademik yang merupakan hasil penelitian untuk 

mengetahui penelitian yang dilaksanakan sudah sejauh mana dan untuk 

mengetahui perbedaan-perbedaan dengan penelitian terdahulu.17 Dalam proses 

penulisan, menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan subjek yang sama 

dengan apa yang ditulis saat ini yaitu: 

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA 

SOPIR PERUSAHAAN OTOBUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 13 TAHUN 2003 

TENTANG KETENAGAKERJAAN STUDI DI PERUSAHAAN OTOBUS 

LANGSUNG INDAH DI MATARAM” yang ditulis oleh Imam Julhizah. 

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai perlindungan hukum secara 

                                                             
17 Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 4. 
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umum bagi pengemudi bus PO Langsung Indah Mataram, Nusa tenggara barat. 

Perlindungan hukum yang dibahas dalam skripsi ini meliputi perlindungan 

hukum yaitu perlindungan keselematan kerja, perlindungan waktu kerja, 

perlindungan upah dan perlindungan jaminan sosial. Selain membahas 

perlindungan hukum terhadap pekerja sopir, penulis juga membahas mengenai 

faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi  pekerja 

sopir. 

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR 

TRUK ANTAR PROPINSI DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 

UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN” yang ditulis oleh Dicky Purcahyono. Skripsi ini 

berfokus pada satu pembahasan yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap 

sopir atau pengemudi supir truk antar provinsi dalam hal waktu kerja yang 

tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 77 ayat 2 undang-undang no 13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan.  

Jurnal hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

SOPIR JASA EKSPEDISI YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN CV 

(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) DI KOTA DUMAI”. Jurnal ini 

membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak kerja sopir truk jasa 

ekspedisi yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan CV di kota dumai, 

provinsi riau. Penulis juga membahas mengenai hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan perlindungan hak-hak kerja dari para sopir truk jasa ekspedisi 

yang bekeja pada perusahaan CV.  
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Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA PENJAGA 

PINTU PERLINTASAN KERETA API DI PT. KAI (PERSERO) DAOP VI 

(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN)” yang ditulis oleh Aldi Sofiandi. Skripsi ini dilatar 

belakangi oleh permasalahan perlindungan hak kerja bagi penjaga pintu 

perlintasan kereta api yang dirasa masih kurang diperhatikan oleh perusahaan 

dalam hal ini PT. KAI (Persero). Lingkungan kerja yang kurang sehat karena 

bising dan polusi udara yang tinggi membuat pekerja banyak mengalami 

permasalahan terutama dalam kesehatannya. Penulis membahas mengenai 

bagaiamana perlakasanaan perlindungan hukum bagi penjaga palang pintu dan 

kendala dilapangan yang mempengaruhi pelaksaannya serta upaya yang 

dilakukan oleh PT. KAI (Persero) dalam melaksanakan perlindungan hukum 

bagi pekerjanya.  

E. Kerangka teoritik 

Kerangka teoritik merupakan kerangka konseptual atau teori-teori yang 

nantinya digunakan sebagai alat untuk membedah permasalahan yang akan 

diteliti.18 Kerangka teoritik dalam tulisan ini meliputi: 

1. Teori Perjanjian  

Pengertian perjanjian dapat dilihiat dalam Pasal 1313 KUHPer yang 

menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang 

                                                             
18 Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 4. 
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atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 

Perjanjian merupakan persamaan dari bahasa Belanda yaitu dari istilah 

overeenkomst atau dalam bahasa Inggris disebut dengan agreement.19 

Van Dunne memberikan teori baru tentang perjanjian yaitu suatu 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. Teori ini harus mengamati perbuatan-perbuatan 

yang mendahului sebelum adanya perjanjian ini tidak hanya melihat secara 

instan perjanjiannya.20 

Perjanjian menurut Subekti adalah peristiewa dimana seorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini timbul suatu hubungan 

perikatan.21 

M. Yahya Harahap memberikan teori mengenai perjanjian yaitu suatu 

hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang 

atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiba pada pihak lain 

tentang suatu prestasi.22 

Perjanjiaan menurut Salim HS dapat dilihat menurut bentuknya yaitu 

perjanjian secara tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan 

                                                             
19 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2001), hlm. 2. 
20 R.Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.82. 
21 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet ke-31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm.5. 
22 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6. 
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perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam 

wujud lisan atau hanya kesepakatan antara pihak-pihak.23 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum, maka dari itu apapun yang diupayakan oleh Negara 

untuk memberikan sebuah perlindungan hukum kepada rakyat Indonesia 

harus berdasarkan pada hukum pula.24 Konsep perlindungan hukum di 

Indonesia harus dimaknai sebagai penghayatan atas kesadaran dalam 

perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber atau berasal 

dari asas-asas negara hukum Pancasila.25 

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya atau 

usaha untuk melindungi seseorang dalam hal kepentingannya dengan cara 

mengakomodasikan kekuasaan hak asasi manusia untuk melaksanakan 

kepentingannya tersebut. 26 

Perlindungan hukum menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 

adalah jaminan perlindungan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada 

warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                             
23 Salim. HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 

hlm. 166. 
24 Darwati dan Aziz Budiarto, Analisa Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus 

Putusan PHI No.46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST), Lex Publica, Volume IV, Nomor 1, 

(Nopember 2017), hlm. 692. 
25 I Dewa Gede Atmadja, Teori-Teori Hukum, (Malang: Setar Press, 2018), hlm. 166. 
26 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 

2003),hlm. 121. 
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Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon adalah tindakan 

pemerintah yang bersifat preventif dan reprensif untuk memberi perlindungan 

hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah 

kemungkinan adanya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah 

untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, 

sedangkan perlindungan hukum represif  bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa.27 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan yaitu penulis melaksanakan penelitian dengan 

cara terjun langsung ke lokasi atau tempat penelitian untuk mendapatkan serta 

mengumpulkan data.28 

2. Sifat Penelitian  

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang 

bersifat deskripitf kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan 

dengan mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, variabel, 

keadaan, serta fenomena-fenomena yang terjadi dilokasi penelitian atau 

ketika berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.29 

3. Pendekatan 

                                                             
27 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 
28 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34. 
29 Ibid hlm 5.  
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Pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum 

empiris merupakan studi kasus perilaku hukum pada masyarakat.30 Atau bisa 

dikatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang 

mengkaji pemberlakuan ketentuan hukum dan apa yang terjadi pada 

kenyataan masyarakat atau keaadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.31 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung. Dalam penelitian ini, 

sumber data primer diperoleh dari pihak perusahaan yaitu Manajemen 

PO Sumber Alam, tenaga kerja/buruh yaitu ppengemudi bus PO 

Sumber Alam, dan Bagian Hubungan Industri Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.32 Data 

sekunder dapat dikatakan sebagai pelengkap dari data primer agar hasil 

penelitian dapat maksimal. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan 

metode wawancara dan observasi. Wawancara merupakan sebuah metode 

pengumpulan data dengan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua 

                                                             
30 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1 (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 52. 
31 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek,  (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 

hlm. 15-16. 
32 Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2017), hlm. 12. 



19 

 

orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan 

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang 

berputar disekitar pendapat dan keyakinan.33 Dalam hal ini, penulis nantinya 

akan melaksanakan wawancara dengan subjek penelitian terkait yaitu 

Direktur, Manjaer Operasional, Kepala Operasional, Pengemudi bus PO 

Sumber Alam, dan Bagian Hubungan Industri Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Selain wawancara, penulis 

menggunakan metode observasi. Dengan metode observasi, penulis 

mengamati pekerjaan pengemudi dan hubungannya dengan perusahaan agar 

data yang didapat dengan metode wawancara juga senada dengan apa yang 

sebenarnya terjadi langsung dilapangan.  

6. Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan sudah siap selanjutnya yang perlu 

dipersiapkan adalah analisis data. Dalam penelitian ini, penulis memilih 

analisis data dengan mengunakan  metode pendekatan kualitatif yaitu data yang 

dihasilkan oleh metode pendekatan kualitatif nantinya yaitu berupa deskripitf 

analisis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta 

tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.34 

7. Sistematika pembahasan 

                                                             
33 Hasan Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press, 

2010), hlm. 50. 
34 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192. 
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Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar atau membahas 

hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan, 

maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut ini; 

a. Bab pertama, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan 

b. Bab kedua membahas lebih mendalam terkait teori-teori yang ada pada 

bab pertama yaitu teori perlindungan hukum. 

c. Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yang 

diteliti oleh penulis yaitu PO Sumber Alam. 

d. Bab keempat membahas mengenai hasil analisis mengenai pelaksanaan 

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkhusus 

dalam hal perlindungan hak-hak pengemudi di PO Sumber Alam. 

e. Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari analisis pembahasan, serta 

saran agar penelitian ini maupun penelitian yang lain dapat menambah 

khasanah keilmuan pada bidang ilmu perdata. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan dipaparkan maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hak-hak tenaga kerja yang tercantum dalam UU No 13 Tahun 2003 

tentang  Ketenagakerjaan yang meliputi hak untuk mendapatkan 

kompetensi kerja, hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti, hak 

untuk mendapatkan keselamatan kerja, hak untuk mendapatkan upah yang 

layak, hak untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan/jaminan sosial 

ketenagakerjaan, hak untuk berserikat, dan hak untuk mogok kerja belum 

semuanya diberikan oleh PO Sumber Alam kepada pekerjanya yaitu 

pengemudi. dari beberapa hak yang tercantum dalam UU 

Ketenagakerjaan, PO Sumber Alam masih belum dapat memenuhi 

beberapa hak dari pekerjanya yaitu hak untuk mendapatkan jaminan sosial 

kesejahteraan atau kesehatan/jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini 

seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan  dan pihak-

pihak yang mempunyai kewenangan dalam upaya perlindungan hukum 

bagi tenaga kerja agar nantinya dapat tercipta hubungan industrial yang 

harmonis. 

2. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh pihak 

perusahaan dan pelaksanaanya diawasi oleh pemerintah melalui Dinas 

Tenaga Kerja. Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo yaitu 
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melaksanakan pengawasan jalannya UU Ketenagakerjaan di seluruh 

perusahaan di Purworejo termasuk PO Sumber Alam serta membantu 

penyelesaian masalah yang harus melibatkan pihak ke-3. Untuk 

penindakan atau pemberian sanksi merupakan wewenang dari pejabat 

pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Perlindungan 

hukum atau hak bagi pekerja oleh pihak perusahaan yakni PO Sumber 

Alam belum sepenuhnya dilaksanakan yaitu perlindungan jaminan sosial 

kesejahteraan atau kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pemberian jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan hanya 

diberikan kepada beberapa pengemudi yang suhda bekerja cukup lama dan 

tidak semua pengemudi mendapatkan jaminan tersebut. Didalam struktur 

organisasi perusahaan PO Sumber alam tidak tertulis sebuah jabatan yang 

menangani khusus tentang pegawai dan mengerti tentang UU 

Ketenagakerjaan. Seluruh permasalahan mengenai pegawai ditangani oleh 

seorang pegawai senior yang merupakan staf akuntan perusahaan dan 

bagian operasional atau mandor. Dalam UU Ketengakerjaan tidak 

mewajibkan sebuah perusahaan mempunyai staf khusus yang mempunyai 

tugas untuk mengurus segala hal tentang tenaga kerja, namun idealnya 

atau lebih baik ada satu bagian yang menangani hal itu. Karena jika 

seorang menguasai hukum ketenagakerjaan dan didukung perusahaan 

yang memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, maka pelaksanaan 

perlindungan hak bagi tenaga kerja dapat terlaksana dengan baik.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang ada, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Agar pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan dari tenaga 

kerja/buruh dengan lebih menggencarkan sosialiasasi mengenai UU 

Ketengakerjaan tidak hanya kepada pengusaha namun terhadap pekerja 

agar mereka mengetahui apa yang seharusnya didapat ketika menjadi 

tenaga kerja/buruh yang semuanya tercantum dalam UU Ketengakerjaan. 

Tidak hanya memberikan sosialisasi namun juga pengawasan yang lebih 

diperketat serta pemberian teguran maupun sanksi apabila terdapat 

pelanggaran berat kepada perusahaann yang belum melaksanakan UU 

Ketenagakerjaan demi terlindunginya hak-hak dari pekerja/buruh. 

2. Agar PO Sumber Alam lebih memperhatikan perlindungan hak-hak 

pekerja khususnya dalam bidang kesehatan bagi pekerja yaitu didaftarkan 

menjadi peserta jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan serta 

membuat perjanjian kerja tertulis agar pekerja mendapat kepastian hukum. 

Selanjutnya agar PO Sumber Alam lebih merapikan dan melengkapi 

struktur organisasi perusahaan yang ideal yaitu merekrut karyawan yang 

khusus menangani bidang hukum ketenagakerjaan dan membuat suatu 

peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama yang mengatur 

segala hal sebagai landasan berjalannya perusahaan agar pekerja maupun 

pengusaha mendapat kepastian hukum. 
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3. Agar pengemudi PO Sumber Alam lebih memahami mengenai UU 

Ketenagakerjaan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban pekerja dan 

juga hak dan kewajiban dari perusahaan agar nantinya hubungan industri 

antara pekerja dan perusahaan berjalan dengan harmonis dan saling 

melengkapi karena mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. 

Terutama dalam hak yang belum terpenuhi oleh PO Sumber Alam yaitu 

pemberian jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang seharusnya didapat oleh pekerja namun belum 

didapat. Apabila pekerja mengetahui ada hak yang belum terpenuhi oleh 

perusahaan maka dapat dikomunikasikan kepada perusahaan agar dapat 

segera dibenahi. 
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